ABSTRAK

Pembagian harta warisan dalam hukum Islam pada prinsipnya diatur
secara tegas melalui ketentuan faraid yang bersumber dari Al-Qur’an dan
Sunnah. Namun, dalam praktik sosial masyarakat Indonesia, sering
dijumpai pembagian warisan yang dilakukan melalui kesepakatan ahli waris
(tashaluh) yang menyimpang dari ketentuan faraid. Dalam praktik tersebut,
muncul persoalan mengenai legalitas kesepakatan ahli waris, implikasi
hukumnya dalam peradilan agama, serta kesesuaiannya dengan
prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan figh, yang dilengkapi dengan
data empiris melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama,
pengacara, dan ahli figh. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesepakatan ahli
waris memiliki legalitas hukum sepanjang dilakukan setelah hak faraid
masing-masing ahli waris diketahui dan dipahami, disepakati secara
sukarela tanpa adanya paksaan atau penipuan, serta tidak bertentangan
dengan prinsip syariat dan hukum positif, sebagaimana diatur dalam Pasal
183 Kompilasi Hukum Islam. Kesepakatan tersebut tidak berfungsi
menggantikan faraid, melainkan sebagai mekanisme lanjutan berupa
tindakan hukum atas hak milik ahli waris demi kemaslahatan bersama. Dari
sisi implikasi hukum, kesepakatan ahli waris memiliki kekuatan mengikat
dan dapat memberikan kepastian hukum selama memenuhi syarat sah,
namun tetap bersifat kondisional karena dapat diuji dan dikesampingkan
oleh pengadilan apabila terbukti merugikan hak syar‘i salah satu ahli waris.
Dalam pandangan Islam, faraid merupakan hukum asal yang bersifat
mengikat, sedangkan kesepakatan hanya dibenarkan secara terbatas setelah
hak waris ditetapkan dan dalam rangka menjaga keadilan serta
keharmonisan keluarga. Dengan demikian, tashaluh dipahami sebagai
instrumen pelengkap yang sah dan fleksibel dalam sistem kewarisan Islam
di Indonesia, namun tetap tunduk pada supremasi ketentuan faraid.
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